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BAB II 

PEMBATALAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Nikah 

1. Pengertian Pembatalan Nikah 

Menurut bahasa kata fasakh berasal dari bahasa Arab fasakha- 

yafsakhu-faskhan yang berarti batal atau rusak.
1
 Bila kata ini 

dihubungkan dengan hal perkawinan mempunyai arti membatalkan 

perkawinan atau merusak perkawinan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq 

dalam kitab fiqih as-sunah jilid 2 (dua)nya secara istilah mendefinisikan 

fasakh yaitu membatalkan dan melepaskan hubungan ikatan pertalian 

antara suami dan istri.
2
 

Dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda, kendati 

hukumnya sama antara nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-Jaziry 

menyatakan bahwa nikah al-fasid adalah nikah yang tidak memenuhi 

salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Sedangkan nikah al-batil adalah 

apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan al-batil 

adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi undang-undang 

perkawinan nikah al-fasid dan al-batil dapat digunakan untuk pembatalan 

dan bukan pada pencegahan.
3
 

                                                           
1
Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 316. 

2
Arif Jamaluddin, Hadis Hukum Keluarga, (Surabaya, UIN Sunan Ampel press: 2014), 100 

3
http//darmansyahteknisicomp.wordpress.com/2012/04/06/pemmbatalan-perkawinan/diakses 

pada tanggal 18 juni 2013 
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Adapun pendapat dari beberapa imam mazhab fikih terkait hal 

pengertian pembatalan nikah yaitu: Menurut ulama Hanafiyah, 

pernikahan yang rusak adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat 

sahnya nikah.Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pernikahan yang 

tidak sah atau cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) 

dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya pernikahan.  

Dan menurut ulama Syafi’iyah, pernikahan yang batal adalah 

pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang 

fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan 

terdapat cacat setelah terlaksana.
4
 

Secara umum, batalnya perkawinan yaitu ‚rusak atau tidak sahnya 

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu 

rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama‛. 

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan 

fasakh. Sedangkan yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah 

memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. 

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya 

karena talak. Sebab talak masih ada pengklasifikasiannya, seperti: talak 

raj’i dan talak ba’in (dengan akibat hukum yang berbeda). Adapun fasakh, 

baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat 

                                                           
4
Wahbah Zuhaili,Terjemahan Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu,Abdul Hayyie al-Kattani,Jilid 

9, (Depok: Gema Insani, 2011),108-114. 
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dan rukun yang tidak terpenuhi, ia harus mengakhiri perkawinan seketika 

itu.
5
 

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam 

Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau 

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan 

perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.
6
 

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa fasakh nikah adalah 

suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal-hal 

yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri 

yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya 

disebabkan terjadinya kecacatan atau kerusakan pada akad nikah itu 

sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang di kemudian 

sehingga menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.
7
 

2. Sebab-Sebab Pembatalan Nikah  

Dalam hal ini, sebab-sebab terjadinya pembatalan nikah akan 

diuraikan melalui perspektif: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fikih (Hukum Islam) yang mana 

mengatur terkait pembatalan nikah. 

 

 

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

                                                           
5
Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008),141- 143 

6
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 189 

7
Arif Jamaluddin, Hadis Hukum...,101. 
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Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan ialah 

segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk 

oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim 

di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan 

perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan 

perundang-undangan negara atau tidak. Adapun bab yang menjelaskan 

tentang pembatalan perkawinan tertera dalam Bab IV tentang 

Batalnya Perkawinan yaitu: 

Pasal 22 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

‚Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.‛ 

Dalam pasal ini, jelas menyatakan bahwa jika diketahui 

bahwa ada salah satu dari beberapa syarat-syarat dalam pernikahan 

tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dibatalkan karena hukum.  

Pasal 26 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan 

perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah 

atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang 

saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga 

dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa 

dan suami atau isteri. 

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan 

alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah 

hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan 
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akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan 

yang tidak berwenang dan harus diperbaharui supaya sah.
8
 

 

 

Pasal 26 ayat (1) ini menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-

sebab dari dibatalkannya perkawinan, seperti: Petugas Pencatatan 

Nikah yang tidak sah atau tidak memiliki wewenang (ilegal), wali 

nikah yang tidak berhak (seperti dalam perkara ini, yang menjadi wali 

nikah adalah ayah tiri dari mempelai perempuan), padahal hal itu jelas  

tidak dapat dibenarkan, atau saat tidak adanya dua orang saksi dalam 

suatu proses berjalannya akad atau adanya saksi namun tidak 

memenuhi syarat sebagai saksi. 

Adapun penjelasan dari ayat (2) menjelaskan bahwa hak akan 

melakukan pembatalan nikah dapat batal (gugur) ketika mereka 

(suami dan isteri) mampu hidup serumah sebagai sepasang suami-

isteri, yang dibuktikan berupa akta nikah namun lalu diperbarui 

dengan yang sah.  

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Secara historis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan 

kegiatan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai 

pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan 

Peradilan Agama. Yang merupakan  berbagai pendapat dari ulama 

fikih (imam madzhab) dalam kitab-kitab yang biasa digunakan 

sebagai rujukan atau refrensi oleh para hakim yang ada dalam 

                                                           
8
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
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Pengadilan Agama. Yang ditetapkan berlakunya melalui Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 1991.
9
 

Dalam hal ini, pembatalan nikah diatur dalam Bab XI tentang 

Batalnya Perkawinan dengan beberapa pasal, antara lain: 

Pasal 70 dalam Kompilasi Hukum Islam 

 

Perkawinan batal apabila: 

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak 

melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang 

istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 

‘iddah talak raj’i; 

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya; 

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga 

talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah 

dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul 

dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; 

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat 

tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 

undang-undang no. 1 tahun 1974, yaitu: 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

atau ke atas. 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 

yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang 

tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu 

dan ibu atau ayah tirinya; 

4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak 

sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan; 

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari istri atau istri-istrinya. 

 

Pasal ini menjelaskan tentang beberapa sebab dapat 

dibatalkannya perkawinan, seperti: suami yang melaksanakan 

perkawinan dengan wanita ke lima (padahal ia telah memiliki empat 

orang isteri sekalipun salah satu dari mereka sedang melaksanakan 

                                                           
9
Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Surabaya, UIN Sunan Ampel press: 

2014), 11-13. 
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iddah dari talak raj’i), seorang suami yang menikahi kembali bekas 

istri yang telah dili’annya (meskipun dengan alasan karena 

penyesalan), seorang suami yang menikahi kembali bekas istri yang 

pernah dijatuhi talak raj’i (kecuali jika ia (istri) menikah kembali 

dengan laki-laki lain lalu diceraikan) dalam hal ini mereka bisa 

menikah kembali., seorang laki-laki yang menikahi wanita yang 

memiliki hubungan saudara, semenda, atau sepersusuan dengan garis 

yang telah ditentukan, dan laki-laki yang menikahi saudara 

kandungnya atau bibi atau kemenakan dari istri/ istri-istrinya. 

Pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam 

 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi istri pria lain yang mafqud; 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain; 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak; 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

 

Pasal ini menjelaskan tentang dapat dibatalkannya suatu 

pernikahan apabila: suami yang berpoligami tanpa seizin dari 

pengadilan (sekalipun si istri mengizinkan secara lisan) hal ini tidak 

dapat dibenarkan karena poligami pun harus melalui pertimbangan 

hukum, perempuan yang dikawini ternyata masih memiliki seorang 

suami (sekalipun diketahui suami itu sedang sakit), jika diketahui 

bahwa wanita yang dinikahi masihlah dalam masa iddah (meskipun 
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dalam talak raj’i), jika perkawinan dari kedua belah pihak (salah satu 

atau keduanya) memiliki umur yang belum mencapai 16 (untuk 

perempuan) dan 19 tahun (untuk laki-laki), perkawinan yang 

dilangsungkan tanpa adanya wali (wali yang tidak berhak), dan/atau 

perkawinan yang dilakukan melalui paksaan dari salah satu pihak 

atau  pihak lain. 

Pasal 72 dalam Kompilasi Hukum Islam 

 

(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 

bawah ancaman yang melanggar hukum. 

(2)  Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan 

terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. 

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 

menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 

setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, 

maka haknya gugur.
10

 

Pasal ini menjelaskan tentang bahwa salah satu pihak (antara 

suami atau istri) dapat membatalkan perkawinan apabila ada hal-hal 

seperti: perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ancaman dari 

salah satu pihak atau pihak yang lain, atau perkawinan yang dilakukan 

akibat adanya penipuan dan/ atau salah sangka mengenai salah satu 

pihak (baik suami maupun istri), namun jika ayat (1) dan ayat (2) 

(pemaksaan itu telah berhenti dan yang bersalah sangka itu menyadari 

keadaannya) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mereka (antara 

                                                           
10

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) 
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suami dan isteri) masihlah hidup bersama, maka haknya dianggap 

telah gugur. 

c. Menurut Fikih  

Menurut Hanafiyah, macam-macam sebab dari pembatalan 

nikah adalah seperti: nikah tanpa saksi, nikah kontrak (temporal), 

menikah lima orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi seorang 

perempuan dan saudarinya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Juga 

menikahi istri dari orang lain sedangkan mengetahui bahwa ia telah 

menikah, menikahi mahram padahal mengetahui akan 

ketidakhalalannya. Dalam pernikahan ini, hubungan intim tidak 

diperkenankan, tidak wajib memberi mahar dan nafkah kepada si 

perempuan, tidak wajib menunaikan iddah, tidak terjadi hubungan 

mahram sebab mushaharah, tidak ada penasaban anak kepada suami 

dan juga tidak ada hak saling mewarisi antara suami dan istri.
11

 

Adapun penyebab dari perkara pembatalan perkawinan dalam 

putusan Pengadilan Agama Probolinggo No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob 

adalah dikarenakan tidak sempurnanya syarat sah perkawinan (wali 

yang tidak berhak), maka dalam hal ini ulama Hanafiyah membedakan 

antara akad batil dan fasid (rusak). Batil adalah sesuatu yang tidak 

disyariatkan pokok dan syaratnya seperti menjual bangkai atau 

menikahkan wanita yang haram. Sedangkan fasid adalah sesuatu yang 

                                                           
11

Ibid., Wahbah Zuhaili, Fiqhu al-Islam…,109. 
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disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu segala sesuatu yang 

kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, 

perkawinan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan syighat 

nikah atau kawinatau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad 

nikah. Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad maka disebut batil 
12

 

Menurut Malikiyah, sebab dari pembatalan nikah terbagi 

menjadi dua macam: pertama, pernikahan yang disepakati para ahli 

fikih akan kerusakannya. Seperti: menikahi salah satu mahram dari 

satu keturunan atau dari satu tempat penyusuan (dengan saudara 

sepersusuan) atau ikatan besanan. Kedua, pernikahan yang 

diperselisihkan para ahli fikih. Yaitu pernikahan yang dianggap rusak 

oleh ulama Malikiyah dan dianggap sah menurut sebagian ahli fikih, 

dengan syarat perselisihannya (dianggap) berat. Seperti pernikahan 

orang yang sakit, dalam hal ini tidak diperbolehkan. 

Menurut ulama Syafi’iyah, pernikahan yang tidak sah tersebut 

jumlahnya banyak sekali, yang paling utama ada sembilan macam 

antara lain: nikah syighar, nikah mut’ah (pernikahan yang dibatasi 

dengan waktu atau biasa disebut kawin kontrak sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak), nikahnya orang yang sedang 

berihram, poliandri (pernikahan yang dilakukan oleh seorang 

perempuan dengan dua orang laki-laki dan tidak diketahui kejelasan 

                                                           
12

Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, Al-Usrah wa Ahkamuhaa fii at-Tasyri’i al- Islami, Abdul Majid 

Khon,(Jakarta:Amzah,2009),131-132. 
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tentang siapa antara keduanya yang paling duluan), pernikahan 

perempuan mu’tadah (perempuan yang sedang iddah), nikah wanita 

yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahnya, nikah 

seorang muslim dengan perempuan kafir selain dari ahli kitab (seperti; 

penyembah berhala, majusi (penyembah api), murtaddah (wanita yang 

keluar dari agama islam) atau penyembah matahari atau bulan.). Atau 

bukan dari ahli kitab yang murni seperti perempuan hasil dari 

pernikahan lelaki ahli kitab dengan perempyuan majusi atau 

sebaliknya, pernikahan dengan perempuan yang suka berpindah-

pindah agama (kecuali dia masuk islam), pernikahan muslimah 

(wanita yang beragama islam) dengan laki-laki kafir dan pernikahan 

perempuan murtad. 

Menurut ulama Hanabilah, pernikahan yang rusak ada dua 

macam: pertama, pernikahan yang tidak sah dari asalnya. Kedua, 

pernikahan sah tanpa adanya syarat. Adapun pernikahan yang tidak 

sah dari asalnya, yaitu ada empat akad: nikah syighar, nikah muhallil, 

nikah mut’ah, dan nikah mu’allaq. Adapun pernikahan sah tanpa 

adanya syarat, seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau 

nafkah, atau agar sang suami membagi jatah kepada istri tersebut 

lebih banyak atau lebih sedikit dari pada istri-istri yang lainnya. Atau 

jika kedua atau salah satunya mensyaratkan tanpa adanya hubungan 

intim atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Atau mensyaratkan 

seorang istri memberi nafkah kepadanya, atau jika ia (suami) 
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menceraikannya maka ia harus mengembalikan barang pemberian 

tersebut.
13

 

3. Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Nikah 

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Pasal 23 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 

1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau       

isteri; 

2) Suami atau isteri; 

3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan; 

4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang 

ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus. 

 

Pasal ini menjelaskan tentang siapa saja yang boleh atau 

memiliki hak untuk mengajukan perkara pembatalan nikah, antara 

lain: (1) keluarga dalam garis ke atas dari salah satu (suami atau istri), 

seperti: ayah atau ibu, kakek atau nenek. (2) suami atau isteri (selaku 

pihak yang bersangkutan). (3) contoh seperti: Pegawai Pencatatan 

Nikah (PPN) yang hendak menangani pernikahan, namun belum 

dilakukannya akad lalu diketahui adanya salah satu faktor yang dapat 

membatalkan pernikahan nantinya, maka pernikahan dapat dibatalkan 

oleh pihak yang berwenang.  

 

                                                           
13

Wahbah Zuhaili, Fiqhu al-Islam…,108-117.  



32 
 

 

 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 

Pasal 24 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974   

‚Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya 

dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 

dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 

undang-undang ini.‛ 

 

Pasal  25 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974  

‚Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 

pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan 

atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.‛ 

Pasal ini menjelaskan tentang kompetensi relatif, yang mana  

perkara dapat diajukan ke pengadilan sekitar dimana salah satu atau 

dari kedua belah pihak (suami dan isteri) bertempat tinggal (domisili).  

Pasal 28 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974  

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. 

 

Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat dianggap 

batal di mata hukum apabila keputusan tentang perkara permbatalan 

nikah ini telah ditetapkan oleh majelis hakim setelah adanya proses 

persidangan yang sesuai. 
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b. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 73 dalam Kompilasi Hukum Islam: 

 

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 

dari suami atau istri; 

b. Suami atau istri; 

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut undang-undang; 

d. Para pihak yang berkepentingan, yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan meneurut hukum Islam dan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. 

Pasal ini menjelaskan hal yang tidak jauh berbeda dengan 

pasal 23 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengenai siapa saja  yang berhak untuk melakukan 

mengajukan perkara pembatalan nikah. 

Pasal 74 dalam Kompilasi Hukum Islam: 

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 

pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri 

atau tempat perkawinan  dilangsungkan. 

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan 

agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. 

 

Pasal ini menjelaskan tentang dua hal: pertama, dalam ayat (1) 

dijelaskan bahwa perkara pembatalan nikah harus diperiksa dan diadili 

di pengadilan yang menjadi salah satu atau dari kedua belah pihak 

(suami dan istri) bertempat tinggal. Kedua, dalam ayat (2) dijelaskan 

bahwa pembatalan nikah dapat disahkan di mata hukum setelah 

adanya keputusan dari Pengadilan Agama  oleh majelis hakim. 
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c. Menurut Fikih 

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu 

jelas, atau dibenarkan syara’, maka untuk menetapkan fasakh tidak 

diperlukan putusan pengadilan. Misalnya terbukti bahwa suami istri 

adalah saudara kandung atau saudara sesusuan. Akan tetapi jika 

terjadi hal-hal berikut, maka pelaksanaannya adalah: 

1) Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, 

sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam 

hal ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang 

berwenang, seperti qadli di Pengadilan Agama, supaya yang 

berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya. 

2) Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya 

tiga hari, mulai dari hari istri itu mengadu. Jika masa perjanjian 

itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat 

menyelesaikannya, barulah hakim memfasakh nikahnya.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Ibid.,Abdul Aziz dan Abdul Wahab, al-Usrah…,149-150 
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B. Akibat Hukum dari Pembatalan Nikah 

1. Terhadap Status Perkawinan 

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Pasal 28 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974: 

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap: 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali 

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan 

didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 

c. Orang-orang yang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b 

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik 

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

 

Pasal ini menjelaskan tentang adanya pembagian dari harta 

bersama antara suami dan istri yang telah melakukan pembatalan 

nikah, yang mana setelah disahkannya perkara ini oleh Pengadilan 

Agama. Akan tetapi, pembagian harta bersama ini tidak dapat 

dilaksanakan jika pembatalan nikah dilakukan karena pernikahan yang 

telah dilakukan terlebih dahulu antara pihak (istri) dengan pihak yang 

ketiga (suami yang mafqud). 

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam  

Pasal 75 dalam Kompilasi Hukum Islam: 

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri 

murtad; 

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
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c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 

beri’tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

 

 

c. Menurut Fikih  

Hukum pernikahan yang batil (tidak sah) adalah pernikahan ini 

tidak mengakibatkan konsekuensi apapun dari pengaruh-pengaruh 

pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak dihalalkan 

menggauli si perempuan, tidak wajib membayar mahar dan memberi 

nafkah. Demikian juga, mereka tidak dapat mewarisi ataupun 

hubungan musharahah (besanan). Dan tidak ada masa iddah setelah 

berpisahnya keduanya, seperti halnya pernikahan yang mauquf 

(ditunda) sebelum dapat persetujuan.Diwajibkan bagi pasangan 

suami-istri ini untuk berpisah dengan sendirinya.  Jika tidak 

dilakukan, maka perkara tersebut diserahkan kepada hakim agar dapat 

memisahkan mereka berdua. 

Walaupun status bersenggama dalam pernikahan yang rusak 

(cacat) itu merupakan sebuah maksiat, namun menurut ulama 

Hanafiyah, dengan berhubungan intim (bukan dengan lainnya) 

menyebabkan berlakunya hukum-hukum berikut ini: 

Pertama, wajib membayar mahar. Wajib membayar paling 

sedikitrnya dari mahar mitsli dan mahar musamma walaupun telah 

terjadi jimak berulang-ulang. Sekalipun ia bukanlah pernikahan yang 
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sebenarnya, ia diwajibkan karena telah terjadi hubungan intim. Dalam 

kaidah fikih disebutkan: ‚setiap jimak dalam lingkungan islam tidak 

terlepas dari pembatalan hukuman had apa pun atau pembatalan 

mahar apa pun.‛. Dikarenakan had telah ditiadakan, sebab 

ketidakjelasan akad, maka yang menjadi wajib adalah maharnya. 

Mahar tidak boleh lebih dari yang disebutkan, karena si perempuan 

telah meridhai ukuran mahar tersebut. Demikian juga, yang wajib 

dibayar adalah harga terendah dari kedua jenis mahar tersebut (mahar 

musamma dan mitsli), karena asalnya adalah kewajiban memberi 

mahar mitsli, sebab rusaknya akad, dan diwajibkan menurut 

Zufrmahar mitsli, berapapun itu besarnya. 

Kedua, tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika 

memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak 

dan tidak menelantarkannya. 

Ketiga, wajib iddah atas perempuan tersebut, mulai dari waktu 

pemisahan antara keduanya, menurut mayoritas ulama Hanafiyah dan 

ini merupakan pendapat yang kuat di dalam mazhab. Karena setelah 

terjadi persenggamaan, pernikahan yang rusak telah terlaksana dalam 

kaitannya dengan hak hubungan suami-istri. Hak hubungan suami-

istri akan terus ada sebelum diadakan pemisahan antara keduanya. 

Iddah yang ditunaikan serupa dengan iddahnya wanita (istri) yang 

ditinggal mati oleh lelaki (suami)nya, yakni 4 bulan lebih 10 hari. 
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Menurut Zufr, tidak ada iddah dalam pernikahan dengan mahram, istri 

orang lain dan perempuan yang masih dalam masa iddah. Oleh 

karenanya, pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak 

pernah dilaksanakan. Yang berartikan bahwa ini merupakan 

pernikahan yang batil.
15

 

Menurut ulama Malikiyah, akibat hukum yang ada dalam 

pernikahan yang rusak dan tidak sah antara lain yaitu: Pertama,  

diharamkan dan diwajibkan untuk membatalkan pernikahan yang 

berlangsung demi menghindari perbuatan maksiat. Dalam kaidah fikih 

dijelaskan: ‚setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan 

intim, maka tidak ada pengaruh apa pun, baik itu merupakan 

pernikahan yang disepakati kerusakannya maupun karena maharnya, 

atau karena keduanya.‛. Dengan demikian, status fasakh (rusaknya 

akad nikah) sebelum terjadinya hubungan intim di pernikahan yang 

sah. 

Kedua, akad yang rusak ditinjau dari kelayakan batalnya 

setelah terjadi hubungan intim, yaitu ada tiga macam: Pertama, wajib 

membatalkan selamanya meskipun hubungan intim tersebut telah 

lama terjadi; apabila ada kecacatan dalam pernikahan tersebut 

disebabkan karena rusaknya dalam shigat (ijab qabul), rusaknya dalam 

hal dua belah pihak pelaksana akad seperti pernikahan yang dilakukan 

                                                           
15

Ibid., Wahbah Zuhaili, Fiqhu al-Islam…,109-112. 
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dengan salah satu mahram dari satu garis keturunan, sepersusuan, 

ikatan mushaharah (besanan), pernikahan mut’ah, pernikahan tanpa 

wali, dan lain sebagainya. Kedua, tetapnya hubungan kemahraman 

mushaharah (ikatan besanan), sebab telah terjadi watha’ (hubungan 

intim) atau sekedar pendahuluan berhubungan intim, jika akad nikah 

tersebut masih diperselisihkan kerusakannya. Ketiga, seorang wanita 

diwajibkan ber iddah jika suaminya telah berhubungan intim 

dengannya atau berduaan yang berkemungkinan besar mereka 

berhubungan suami istri, kemudian akadnya difasakh (dibatalkan), 

baik akad itu disepakati atau diperselisihkan kecacatannya. Masa 

iddah itu dimulai sejak mereka dipisahkan setelah fasakh.
16

 

Secara umum, ulama Syafi’iyah menilai hukum keduanya 

sama. Yakni, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak 

mengakibatkan terlaksananya konsekuensi (akibat) hukum seperti 

halnya pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan 

adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah 

(besanan), penetapan nasab dan juga iddah. 

2. Status Anak Akibat Pembatalan Nikah 

a. Status Nasab Anak Akibat Pembatalan Nikah 

1) Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974  

                                                           
16

Ibid.,  
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Pasal 28 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974: 

Keputusan tidak berlaku surut terhadap: 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali 

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan 

didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 

c. Orang-orang yang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b 

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik 

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

 

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam  

Di dalam Kompilasi Hukum Islam  Bab XI tentang Batalnya 

Perkawinan  

Pasal 75 dalam Kompilasi Hukum Islam: 

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 

d. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri 

murtad; 

e. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

f. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 

beri’tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

 

  Pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Islam:  

‚Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan 

hukum antara anak dengan orang tuanya." 

 

3) Menurut Fikih 

a) Pengertian Perwalian 

Secara etimologis : wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau 

penguasa.  
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Dalam KBBI, definisi perwalian yaitu segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wali. Dan wali memiliki banyak arti, antara 

lain: 

(1) Orang yang menurut hukum (agama atau adat), diserahi 

kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak 

itu dewasa. 

(2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu 

yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki) 

(3) Orang soleh (suci), penyebar agama; dan 

(4) Kepala pemerintah dan lain sebagainya. 

Arti-arti wali diatas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan 

dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan 

ini adalah wali dalam hal pernikahan (perkawinan), yaitu yang sesuai 

dengan poin b. orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah 

wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup 

bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena 

suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya 

berpindah kepada orang lain. 

1) Urutan Kerabat yang Berhak Menjadi Wali 

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari 

orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat 

hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik, imam Syafi’i, 
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mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, 

bukan dari garis ibu.
17

 

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai 

berikut: 

a) Ayah  

b) Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas 

c) Saudara laki-laki seayah seibu 

d) Saudara laki-laki seayah saja 

e) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu 

f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah \ 

g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu 

h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

i) Anak l;aki-laki nomor 7 

j) Anak laki-laki nomor 8 dan seterusnya 

k) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu 

l) Saudara laki-laki ayah, seayah saja 

m) Anak laki-laki nomor 11 

n) Anak laki-laki nomor 12; dan 

o) Anak laki-laki nomor 13 dan seterusnya.
18

 

 

                                                           
17

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 90 
18

Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia,2009), 90-91 
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Singkatnya urutan wali adalah: 

a) Ayah dan seterusnya ke atas 

b) Saudara laki-laki ke bawah 

c) Saudara laki-laki ayah ke bawah. 

2) Macam-Macam Wali 

Wali nikah di Indonesia lebih dikenal ada dua macam, yaitu: wali 

nasab atau wali hakim. 

a) Wali Nasab 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi 

menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh). Dalam 

urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah wali poin a, sedangkan 

poin 2 menjadi wali ab’ad. Jika wali pada poinj a tidak ada, maka poin 

b menjadi wali aqrab, dan poin c menjadi wali ab’ad, dan seterusnya. 

Adapun perpindahan wlai aqrab kepada wali ab’ad adalah sebagai 

berikut: 

(1) Apabila wali aqrabnya non muslim, 

(2) Apabila wali aqrabnya fasik, 

(3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa, 

(4) Apabila wali aqrabnya gila, 

(5) Apabila wali aqrabnya bisu/ tuli. 
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b) Wali Hakim 

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadli. Rasulullah 

saw bersabda: 

‚Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang 

tidak ada walinya.‛ (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan 

Nasa’i). 

 Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: 

(1) Pemerintah (sultan) 

(2) Khalifah (pemimpin) 

(3) Penguasa 

(4) Atau qadli yang diberi wewenang dari kepala negara untuk 

menikahkan wanita yang berwali hakim. 

Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat 

diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut 

(tokoh masyarakat) atau orang-orang alim. 

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika 

dalam kondisi-kondisi berikut: 

(1) Tidak ada wali nasab; 

(2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad; 

(3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km 

atau dua hari perjalanan; 

(4) Wali aqrab di penjara dan tiodak dapat ditemui; 
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(5) Wali aqrab adlal; 

(6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit); 

(7) Wali aqrabnya sedang ihram; 

(8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan 

(9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan 

wali mujbir tidak ada.
19

 

Wali hakim tidak berhak menikahkan: 

(1) Wanita yang belum baligh; 

(2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) dan sekutu; 

(3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan 

(4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya. 

c) Wali Mujbir dan Wali Adlal 

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan 

perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa 

menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang 

yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada 

dibawah perwaliannya. Agama mengakui wali mujbir itu karena 

memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang 

tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan 

kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. 
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Adapun syarat-syarat untuk mampu menjadi wali mujbir yaitu, 

antara lain: 

(1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang 

ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita); 

(2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih 

tinggi; dan 

(3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat 

dilangsungkan akad nikah. 

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar gugur. 

Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila 

diartikan pengarahan. 

Sedangkan wali adlal adalah wali yang berhak menjadi wali 

(menurut syara’) namun enggan untuk menikahkan kedua mempelai 

laki-laki dan perempuan dengan sebab yang dimilikinya. Sehingga 

dengan ini, pernikahan dapat diwalikan kepada wali hakim. 

Adapun pendapat dari ulama mazhab menyatakan bahwa 

walaupun status bersenggama dalam pernikahan yang rusak (cacat) itu 

merupakan sebuah maksiat, namun menurut ulama Hanafiyah, dengan 

berhubungan intim (bukan dengan lainnya) menyebabkan berlakunya 

hukum-hukum, termasuk tentang tetapnya nasab anak dari si lelaki 
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(suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk 

merawat anak dan tidak menelantarkannya.
20
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